
Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tLlgas dan wew~nang Majelis Rakyat Papua serta
untuk dapat memberi pelayanan administratif kepada
pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua
sebagaimana arnanat Peraturan Pemerlritah
Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2004 jullcto
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 64
tahun 2008 tentang Majelis Rakyat Papua rnaka
dipandang per1u membentuk Orqanlsasl dan Tata
Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provias]
Papua Barat;

b. bahwa Sekretarlat Majelis Rakyat Papua Provlnsl
Papua Barat rnerupakan lembaga lain yang dibenntk
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan
perundanq-undanqan dan tugas pemerintahan
lainnya yang ditetapkan sebaqal peranpkat daerah;

c. bahwa sebagai perangkat daerah, pernbentukan
$ekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
earat per1u diatur dan ditetapkan denqan Peraturan
Oaerah;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHM~T TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBENTUKAN ORGANI$ASI DAN TAT A KERJA SEKREt ARIAT
MAJELI$ RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

.'

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 161/13NI/2011 TAHUN 2011



: 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provlnsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Panial. Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jays dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lernbaran Negara ~epublik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana tetah diubah
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nbmor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jays Barat, Kabupaten
Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan Kota Sorong (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 39E?0)
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018/PUU-II2003;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentanq
Otonomi Khusus bag! Provinsi Papua (Lernbaran
Negara Republik Indonesia iahun 2001 Nomor 1S5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151); sebagaimana tetah diubah denqan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun i008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pfmgganti

CD

d. bahwa sehubungan dengsn tugas dan tungsil1ya
sebagai lembaga lain yang merupakan perangkat
daerah maka pengaturannya diatur tersendiri sesuai
Peraturan Menteo Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Organisas; Perangkat Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertir'rlbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf Q di
atas, rnaka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Barat tentang Pembentukan Orqanlsasi dan
Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi
Papua Barat;

Mengingat

"



Undang-Utldang Nomor 1 Tahun 2008 tenumg
Perubahan Undalig-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonornl Khusus bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nornor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tarnbahan lembaran Neg~ra Republik
IndonesiaNomor4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah (lembaran Neg~ra Republik
tndonesla Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan
LernbaranNegar~Republik IndonesiaNornor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan t.ernbaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004
tentang Majelis Rakyat Papua (Lernbaran Negara
Repub~ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pernerintah Nomor 64 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik
lndoneslaNomor4900);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintehan antara
Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provlnsl dan
Pemerintahan Daerah Kabupater'llKot"l (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahurt 2007 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia
Nomor4737);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 20Q7
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,



DalamPeraturanGubemurini yangdimaksuddengan:
1. ProvinsiadalahProvinsiPapuaBarat
2. PernerintahadalahPemerintahProvinsiPClpuaBarat.
3. GubernurMalah GubemurPapua!;Jaral

'h

Pasali

BABI
KETENTUAN UMUM

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARJ\T TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI
PAPUA BARAT.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalarn Negeri Republik
Indonesia Nomor 161-223 Tahun 2011 tanggal
31 Maret 2011 tentang Pengesahan
Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua
Provinsi Papua dan Provinsl Papua Barat Masa
Jabatan 2011 - 2016.

Tambanan Lembaran Ni3gara Republik Indonesia
Nomor4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan keuangan Gubemur sebaqal Wakil
Pemerintah di Wllayah Provins~(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5209);

10. Peraturan Me1nteliiDalam Nageri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
OrganisasiPerangkatDaerah;



PUal 2
Dengan Peraturan Gubernur Papua Barat, dlbentuk Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi
Papua Baret.

BAB II
PEMBENTUKAN

4. Dewan Perwakitan Rakyat Papua Barat yang selanlutnya
disingkat dengan DPRPB, adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat
MRP-PB adalah representasi kultur orang asli Papua yang
memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan
hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pads
penqhormatan ternadap adat dan budaya, pemberdayaan
perempuan dan pemantapan kerukunan hidUp. beragama.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya dislngkat SEKDA
adalah Sekretaris Daerah Provinsl Papua Barat.

7. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Provinsi Papua
Barat yang selanjutnya disingkat Sekretariat MRP-PB
adalah un sur pendukung MRP-PB yang dipimpin oleh
seorang sekretaris dan bertugas membantu MRP-PB dalam
menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

8. Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat
yang selanjutnya disingkat Sekretaris MRP-PB adalah
Pejabat yang memimpin sekretariat MRP-P8 yang diangkat
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan MRP-PB.

9. Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua
Barat yang selanjutnya disingkat Kelompok Ketja MRP-PB
adalah kelornpok kerja adat, kelompok kerjja perempuan,
dan kelompok kerja aqarna pada MRP-PB. '

10. Bagian - Bagian adalah bagian pada $ekretariat MRP-PB.
11. Sub Bagian - Sub Bagian adalah Sub Bagian - Sub ~agian

pada Sekretariat MRP-PB.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada $ekretariat MRP-PB.



Pasal 6
(1) Susuanan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarsat

Majelfs Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, terdiri
dari :
a. Sekretaris MRP-PB

BABIV
SUSUNAN ORGANISASI

Baglan Pertama
KEDUDUKAN

Pasal3
Sekretarlat MRP-PB sebagaimana dimaksud dalarn Paul
2 rnerupakan unsur staf yang secara operaslonal berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MRP­
PB dan secara teknis administratif berada di bawah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Baglan Kedua
TUGAS POKOK

Pasal4
Sekretarls Majelis Rakyat Papua Ptovinsi Papua Barat
mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi
kepada Pimpinan dan anggota MRP-PB dalam
melaksanakan tuqas dan kewenangannya.

Baglan Ketiga
FUNGSI
Pasal5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 4, Sekretaris MRP-PB menyelenggarakan fungsi :
a. fasilitasi rapat-rapat keanggotaan MRP-PB;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan

dlnas 8nggota MRP-PB;
c. pengelolaan tata usaha keuangan MRP-PB;
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh MRP-PB.

It'

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSf



Pasal8
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebaqalmana dlrrraksud

dalam Pasat 7 terdiri dari sejumlah pegawai dalam
jenjang [abatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelornpok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksl,Id
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan
dalam melaksanakan tugasnya bertanqqunqiawab
kepada Sekretaris Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebaqaimana dirnaksud
pada ayat (1). ditentukan berdasarkan beban kerja.

Pasal7
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Majelis
Rakyat Provinsi Papua Sarat sesuai bidanq keahlian dan
ketrampilannya.

BAB V
KElOMPOK JABATAN FUNGSIONAl

b.Bagian Musyawarah dan Rlsalah. membawahl ;
1)Sub Sag ian Musyawarah dan Peraturan;
2)Sub Sagian Rlsalah dan Pelaporan.

c. Bagian Kehumasan, membawahi :
1)Sub Sagian Humas dan Protokoler;
2)Sub Sagian Pengaduan Masyarakat.

d.Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
1)Sub Sagian Admlnistrast Umum dan Rumah

Tangga;
2)Sub Sagian Administrasi Kepegawaian,

e.Bagian Administrasi Keuangan, membawahi :
1)Sub Sagian Anggaran;
2)Sub Sagian Verifikasl dan Pelaporan Keuangan.

(2) Bagan Orqanls asl dan Tata Kerja Sekretartat Majelis
Rakyat Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum
dalam tarnplran dan merupakan bagian ,yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur Papua Barat ini.



Pasal 10
(1) Sekretaris Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah
mendapat pertimbangan dar; Pimpinan MRP·PB.

(2) Kepala Baglan pada Sekretariat Mliljelis Rakyat Papua
Provi.nsi Papua Barat diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur atas usuJ Sekretaris MRP-PB.

(3) Kepala Sub Begian pada Sekretariat Majelis Rakyat
Papua Provinsi Papua' Barat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris MRP·PB atas
pelimpahan kewenangan Gubernur.

(4) Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretarlat Majelis
Rakyat Papua Provinsi Papua Barat dianqkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlake,

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM

JABATAN

Paul 9
(1) Sekretaris Majelis Rakyat Papua F>rovinsiPapua Barat

merupakan jabatan struktural eselori II a.
(2) KepalaBagianmerupakanjabatanstrukturaleselonIlia.
(3) KepaJa Sub Bagian merupakan jabatan struktural

eselon IVa.

BAB VI
ESELONERING

(4) Jenis Jabalan Fungsional sebaqalrn ana dlrnaksud
pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pads tanggsl
diundangkan hing'ga terbentuknya Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat MajeJis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat.

'0

Pasal 13

(4) Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur Ini.
pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya
sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Gubernur Ini.

(3) Ketentuan mengenai tata kerja, rincian tugas dan hal­
hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini
sepanjang mengensi pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut dengen Keputusan Gubernur.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur rru, rnaka
peraturan di bawah Peraturan Gubernur yan'g
bertentangan dengan Peraturan Gubernur inl
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
(1) Untuk pertarna kalinya Sekretaris Majel'is Rakyat

Papua Provinsi Papua Barat diangkat oleh Gubernur
tanpa pertimbangan Pimpinan MRP-PB senbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pembiayaan Sekretariat Ma'jelis Rakyat Papua Provlnsl
Papua Barat bersumber dati Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya
yang sah sesuai dangan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

BAS VIII
PEMBIAYAAN



yO

BERfTA DAERAH PROVINSI PAPUA ElARATTAHUN 2011 NOMOR 166

Untu,", salinan yang sah sesual asllnya,
KEPALA BIRO HUKUM,

Diundangkan di Manokawari
pada tanggal17 Juni 2011

SEKRETARIS DAJ:RAH
PROVINSI PAPUA aARAT,

CAPmD

MARTHEN LUTHER RUMAOAS

Oitetapkan di Manokwari
pactatanggal16 Juni 2011

GUBERNUR PAPUA SARAT,

CAPITlD

ABRAHAM O. ATURURI

orang mengetahuihya. memerlntahkan
Peraturan Gubernur ilii denglan

dalam Berita Daerah Provinsl Papua

)!\gar setiap
pengundangan
penernpatannya
Barat.
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